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BAB V 

 PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan Umum 

Implementasi program food estate di Indonesia ditandai dengan 

kontradiksi antara klaim pemerintah dengan realitas di lapangan. Di satu sisi, 

pemerintah mengklaim program ini sebagai solusi krisis pangan akibat pandemi 

Covid-19 sekaligus upaya mencapai ketahanan pangan nasional. Di sisi lain, 

implementasinya justru menghasilkan kegagalan produktivitas, kerusakan 

lingkungan, dan marginalisasi petani lokal serta masyarakat adat, sementara 

keuntungan terbesar justru dinikmati oleh Kemenhan, militer, dan korporasi yang 

memperoleh akses luas atas lahan dan sumber daya alam. 

Kontradiksi ini dapat dijelaskan dengan menganalisis program tersebut  

dari perspektif realisme kekuasaan menurut Niccolo Machiavelli. Pertama, konsep 

pemisahan politik dan moralitas menurut Machiavelli menjelaskan bahwa 

pengabaian pertimbangan moral dalam program food estate, seperti keadilan 

terhadap warga negara, keadilan ekologis, dan kemanusiaan terjadi karena tujuan 

program ini bukan untuk mencapai ketahanan pangan dan mengatasi ancaman 

krisis pangan, melainkan untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Hal 

ini karena, dari perspektif Machiavelli, pengabaian pertimbangan moral hanya 

dapat dilakukan demi keselamatan negara, yang juga identik dengan 

keberlangsungan kekuasaan penguasa negara. 

Kedua, konsep hukum dan militer menurut Machiavelli menjelaskan 

bahwa kekuasaan dalam program food estate dipertahankan dan diperluas melalui 

penyederhanaan aturan perlindungan lingkungan dan partisipasi publik serta 

penggunaan kekuatan militer. Dari perspektif Machiavelli, hukum dan militer 

adalah dua sisi dari satu kekuasaan yang sama yang digunakan terutama untuk 

melanggengkan kekuasaan. Ketiga, konsep virtu dan fortuna, menurut 

Machiavelli, menjelaskan penggunaan krisis pandemi Covid-19 untuk 

menjustifikasi penyederhanaan hukum dan pelibatan militer dalam program food 

estate.  
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Berdasarkan analisis dari perspektif realisme kekuasaan menurut 

Machavelli, dapat disimpulkan bahwa program food estate dijalankan dengan 

logika kekuasaan, bukan logika pembangunan untuk mencapai ketahanan pangan 

dan mengatasi ancaman krisis pangan sebagaimana diklaim pemerintah. Melalui 

program food estate, negara mempertahankan dan memperluas kekuasaan dengan 

cara menjadikan program ini sebagai instrumen untuk mendistribusikan kekayaan 

dan kekuasaan kepada elite politik dan ekonomi yang menyokong kekuasaan 

rezim. Karenanya, pertimbangan moral diabaikan, hukum dan militer digunakan 

sebagai instrumen kekuasaan, dan pandemi dijadikan justifikasi untuk 

membenarkan tindakan negara yang memarginalkan masyarakat adat dan petani 

lokal serta merusak lingkungan dalam program food estate. 

5.2 Saran  

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis merekomendasikan beberapa 

hal bagi pemangku kebijakan dan akademisi. 

5.2.1 Rekomendasi bagi Pemangku Kebijakan 

Pertama, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 

program food estate. Evaluasi ini harus membuka ruang partisipasi yang 

bermakna dan melibatkan secara aktif pihak-pihak yang secara langsung maupun 

tidak langsung memperoleh dampak negatif dari program ini terutama masyarakat 

adat dan petani lokal serta masyarakat sipil pada umumnya. Prinsip Leave No One 

Behind dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development 

Goals (SDGs) yang telah diadopsi pemerintah dalam kebijakan pembangunannya 

perlu diwujudkan pertama-tama dengan menempatkan pihak yang paling rentan 

dalam pembangunan seperti masyarakat adat dan petani lokal sebagai subjek yang 

suara dan partisipasinya perlu didengar dan dilibatkan dalam program 

pembangunan termasuk juga food estate. Pengetahuan, tradisi, dan budaya yang 

mereka hidupi dan telah terbukti membuat mereka mencapai ketahanan pangan 

secara lokal tidak boleh diabaikan, tetapi harus diadaptasikan pemerintah sesuai 

dengan kondisi tiap daerah. Karena itu, program untuk mencapai ketahanan 

pangan seharusnya tidak diseragamkan seperti dalam program food estate, tetapi 
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disesuaikan dengan cara bertani, pengetahuan, tradisi, dan budaya yang 

berkembang dan dihidupi masyarakat di setiap daerah di Indonesia.  

Kedua, instrumen perlindungan lingkungan yang dilucuti melalui produk-

produk hukum seperti UU Cipta Kerja dan Permen LHK No. 7 Tahun 2021 perlu 

dipulihkan. Hal ini karena ketahanan pangan jangka panjang tidak dapat dicapai 

dengan mengorbankan lingkungan dan hutan sebagai basis produksi pangan itu 

sendiri. Sebaliknya, penyederhanaan aturan hukum untuk perlindungan 

lingkungan hanya akan menciptakan krisis iklim dan kerentanan pangan, 

sebagaimana ditunjukkan dalam program food estate. 

Ketiga, penggunaan militer dalam program food estate perlu dihentikan. 

Hal ini karena keterlibatan militer dalam program food estate menunjukkan 

adanya penggunaan kekerasan dan intimidasi terhadap masyarakat adat dan petani 

lokal. Di samping itu, keterlibatan militer dalam program pertanian juga 

mengaburkan batas antara fungsi militer untuk mempertahankan negara dengan 

kepentingan politik dan ekonomi elite tertentu karena militer sebagaimana 

ditunjukkan dalam program food estate sering kali bertindak dalam pengamanan 

perampasan tanah dan hutan adat oleh korporasi. Keterlibatan militer dalam 

program pertanian tentu tidak sesuai dengan fungsi utamanya sebagai alat 

pertahanan dan keamanan negara. Keterlibatan militer justru berpotensi 

memperpanjang catatan kekerasan terhadap masyarakat dalam proyek-proyek 

sipil. 

Keempat, pemerintah perlu mengakui dan menghargai hak-hak masyarakat 

adat terutama hak atas lahan dan hutan adat. Hal ini karena sebagaimana 

ditunjukkan dalam program food estate, lahan dan hutan adat sering dilihat 

pemerintah sebagai lahan kosong yang bisa dieksploitasi demi kepentingan 

ekonomi. Padahal dalam perspektif masyarakat adat itu sendiri, hutan adalah 

ruang hidup di mana semua aspek kehidupan dan identitas budaya mereka 

bergantung. Karena itu, menghancurkan hutan adat dengan deforestatasi dan alih 

fungsi menjadi lahan pertanian dan perkebunan sama artinya dengan mencerabut 

masyarakat adat dari kehidupan dan identitas mereka sendiri.  
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5.2.2 Rekomendasi bagi Peneliti Selanjutnya 

Pertama, penelitian ini menggunakan pemikiran realisme kekuasaan 

menurut Niccolo Machiavelli sebagai kerangka analisis tunggal. Oleh karena itu, 

penelitian selanjutnya dapat memperkaya analisis program food estate dengan 

menggunakan kerangka teori lain sebagai pembanding. Penelitian selanjutnya, 

misalnya, dapat menggunakan teori kekuasaan Michael Foucault untuk membaca 

dinamika kekuasaan dan wacana yang digunakan dalam program food estate. 

Kedua, penelitian ini berfokus pada program pembangunan dalam bidang 

pertanian dan ketahanan pangan. Karena itu, penelitian selanjutnya dapat 

memperluas kajiannya pada bidang atau program pembangunan lain yang 

dijalankan pemerintah, seperti pertambangan untuk melihat apakah pada program 

pembangunan lain selain pertanian, logika pembangunan yang dijalankan 

pemerintah sesuai dengan yang diklaim pemerintah atau tidak.  

Ketiga, penelitian ini bertumpu pada sumber-sumber sekunder berupa 

laporan lembaga, jurnal akademis, dan investigasi jurnalistik. Penelitian 

selanjutnya yang menggunakan data primer berupa wawancara mendalam dengan 

masyarakat terdampak, pejabat pemerintah, dan korporasi terkait program food 

estate serta observasi langsung pada lokasi food estate dapat memperkuat validitas 

empiris dari temuan yang dihasilkan dalam program ini.  
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